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SIDANG DIBUKA PUKUL 10.16 WIB

KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-
XVIII/2020: RIZKY DWI CAHYO PUTRA

Waalaikumsalam wr. wb.
KETUA: ANWAR USMAN

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang pagi ini
adalah untuk pengucapan beberapa putusan.
Pemohon Nomor 38/PUU-XVIII/2020, siapa yang hadir?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-
XVIII/2020: RIZKY DWI CAHYO PUTRA

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Dari Perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020, yang hadir Kuasa Hukum
Rizky Dwi Cahyo Putra.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.

Pemohon Nomor 52/PUU-XVIII/2020, tidak hadir, ya?

Baik. Pemohon Nomor 56/PUU-XVIII/2020? Nomor 56/PUU-
XVIII/2020? Tidak hadir? Oh, ya, hadir, ya? Oh, ya, hadir, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON 56/PUU-XVIII/2020: CHANNY
OBERLIN ARITONANG

Nomor 56/PUU-XVIII/2020 hadir.
KETUA: ANWAR USMAN
Ya, baik.

Pemohon Nomor 10/PUU-XVIII/2020? Nomor 10/PUU-XVIII/2020,
hadir, ya? Belum nyambung (...)



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XVIII/2020: TRIYONO

MARTANTO
Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Oh, hadir, ya? Baik.
Nomor 57/PUU-XVIII/20207?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Nomor 57/PUU-XVIII/2020 hadir, Yang Mulia (...)
KETUA: ANWAR USMAN
Siapa yang hadir?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Kuasa Pemohon. Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN
Ya. Nomor 63/PUU-XVIII/20207?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

57/PUU-

57/PUU-

63/PUU-

Perkara Nomor 63/PUU-XVIII/2020 hadir Kuasa Hukum, Yang

Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN
Ya. Siapa yang hadir namanya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
XVIII/2020: SIGIT N. SUDIBYANTO

Sigit N. Sudibiyanto dan Georgius Limart Siahaan.

63/PUU-



17.

18.

19.

20.

21.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kita mulai dengan ... ya, untuk ini dulu ... DPR dulu. Ya
(...

DPR: JUAN FERY SITUMORANG

Selamat pagi, saya Juan, DPRD ... terima kasih.
KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kuasa Presiden?
PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk
kita semua. Kami dari Pemerintah, hadir dari Kemenkumham Bapak
Ardiansyah, Pak Erwin Fauzin, saya sendiri Purwoko. Kemudian, dari
Kementerian Keuangan, Ibu Dewi Sri. Dan dari Kejaksaan, Ibu Maria
Erna Elastiyani (Koordinator Jamdatun), Ervarin Iswindyarti (Kasi Uji
Materi), Joni Wijaya (JPN), dan Febby Irwani (JPN). Kemudian, dari
Kementerian Dalam Negeri, Bapak Wahyu Chandra.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

KETUA: ANWAR USMAN

Waalaikumsalam wr. wb.
Ya, baik. Kita mulai dengan Pengucapan Ketetapan.

KETETAPAN
NOMOR 38/PUU-XVIII/ 2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai
berikut:



Menimbang: a.

Bahwa  Mahkamah  Konstitusi telah  menerima
permohonan bertanggal 18 Mei 2020, yang diajukan oleh
Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI);
Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997; Lembaga
Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia
(KEMAKI); Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan
Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI); Perkumpulan
Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA), yang
berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Mei 2020
memberi kuasa kepada Kurniawan Adi Nugroho, S.H.,
dan kawan-kawan yang beralamat di Jalan Budi Swadaya
Nomor 43, RT. 015/RW. 04, Kemanggisan, Jakarta Barat,

. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), terhadap

Permohonan Nomor 38 dan seterusnya tersebut

Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 98
dan seterusnya tentang Pembentukan Panel Hakim
Untuk Memeriksa Perkara Nomor 38 dan seterusnya,
bertanggal 9 Juli ... 9 Juni 2020;

2) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 131
dan seterusnya tentang Pembentukan Panel Hakim
Untuk Memeriksa Perkara Nomor 38 dan seterusnya,
bertanggal 8 Juli 2020;

3) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi
Nomor 103 dan seterusnya;

.Bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah

melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap
permohonan a guo melalui Sidang Panel pada tanggal 18
Juni 2020 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK, Panel
Hakim telah memperbaiki ... telah memberikan nasihat
kepada para Pemohon untuk memperbaiki
permohonannya;



d.Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan
Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan
pada tanggal 8 Juli 2020;

e.Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan
Persidangan Pendahuluan Tambahan pada tanggal 27
Agustus 2020 dengan agenda untuk mengonfirmasi
perihal kebenaran dokumen, dan ternyata para Pemohon
membenarkan pencermatan Hakim Panel berkenaan
dengan adanya dugaan perbedaan tanda-tanda ... tanda
tangan penerima kuasa yang ada pada surat kuasa
dengan tanda tangan pada permohonan sehingga kuasa
para Pemohon dalam persidangan dimaksud menyatakan
mencabut permohonan & quo [vide Risalah Sidang
tanggal 27 Agustus 2020];

f. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para
Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan,
“Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum
atau selama pemeriksaan Mahkamah  Konstitusi
dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan
bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan a
guo tidak dapat diajukan kembali;

g.Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada huruf di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada
tanggal 31 Agustus 2020 telah menetapkan bahwa
pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor
38/PUU-XVIII/2020 adalah beralasan menurut hukum dan
para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan & gquo serta memerintahkan Panitera
Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan
kembali permohonan para Pemohon dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan
berkas permohonan kepada para Pemohon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;
3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor  38/PUU-XVIII/2020
mengenai Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan Permohonan Nomor  38/PUU-XVIII/2020
mengenai Permohonan Pengujian Materiil Pasal 27 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

4. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan a quo;

5. Memerintahkan Panitera Mahkamah  Konstitusi untuk
mencatat penarikan kembali permohonan Nomor 38/PUU-
XVIII/2020 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para
Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang
dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua
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22.

merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P.
Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P.
Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari
Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua
puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh delapan,
bulan September, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul
10.31 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan
dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri
oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
Berikutnya.

PUTUSAN
NOMOR 52/PUU-XVIII/ 2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Alamsyah Panggabean

selanjutnya disebut sebagai ---------------========mmmnmmm- Pemohon;
[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA
Dan seterusnya dianggap dibacakan.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1] Dianggap dibacakan.
[3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo;

[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili
permohonan & qguo, namun sebelum mempertimbangkan



kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, terlebih
dahulu Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
Setelah mencermati dokumen permohonan awal dan permohonan
perbaikan, serta mendengar keterangan Pemohon dalam dua
sidang pendahuluan, Mahkamah memperoleh keterangan bahwa
Pemohon mengajukan pengujian Pasal 15 UU 39/1999. Namun
demikian, hal yang dipermasalahkan Pemohon dalam bagian awal
alasan-alasan permohonan (posita)  adalah mengenai
pembentukan Kabupaten Padang Lawas yang dilandaskan pada
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara (UU
38/2007).

Secara lebih spesifik Pemohon mempermasalahkan pengisian
anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas yang dilakukan melalui
penetapan karena merupakan pengisian pertama. Terkait hal
tersebut Pemohon tidak menjelaskan bagian mana dari
mekanisme pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Padang
Lawas yang merugikan hak konstitusionalitas Pemohon. Di sisi
lain, pada permohonan yang sama, Pemohon mengajukan
permohonan ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia
“supaya diberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, agar
ditetapkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Padang Lawas” (vide permohonan him. 19).
Selanjutnya Pemohon menghubungkan ketentuan mengenai
pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Padang Lawas yang
diatur dalam UU 38/2007 tersebut dengan UU 39/1999 terutama
frasa “secara pribadi” dalam Pasal 15 UU 39/1999. Pemohon
berpendapat frasa “secara pribadi” dalam Pasal 15 UU 39/1999
bertentangan dengan frasa “secara kolektif” dalam Pasal 28C ayat
(2) UUD 1945.

Menurut Pemohon frasa “secara pribadi” dalam Pasal 15 UU
39/1999 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak
dimaknai “secara kolektif”, namun Pemohon tidak memberikan
argumentasi lebih lanjut di mana letak pertentangan antara frasa
“secara pribadi” @ guo dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Hal
demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam
Pengujian Undang-Undang.

Ketiadaan argumentasi yang memadai dari Pemohon mengenai
inkonstitusionalitas frasa “secara pribadi” dalam Pasal 15 UU
39/1999, serta tidak dijelaskannya pula hubungan antara frasa
tersebut dengan uraian Pemohon mengenai UU 38/2007, menurut
Mahkamah mengakibatkan permohonan Pemohon tidak dapat
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23.

dipahami. Oleh karenanya, berdasarkan hal demikian Mahkamah
berpendapat permohonan Pemohon kabur;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut
pada Paragraf [3.2] dan Paragraf [3.3], dalam putusan ini
Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan
pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

KETUA: ANWAR USMAN
4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo;

[4.2] Permohonan Pemohon kabur;

[4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak
dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel
Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul, Saldi
Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga
puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh, yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum
pada hari Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan September, tahun
dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 10.39 WIB, oleh
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
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Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel
Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi
Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian
Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa
dihadiri Pemohon.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 56/PUU-XVIII/ 2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1.1]

[1.2]

24,

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Drs. Channy Oberlin Aritonang

Selanjutnya disebut sebagai ----------------------=------m-oooee-- Pemohon;
Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA
Dan seterusnya dianggap dibacakan.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO
3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] dianggap dibacakan.

[3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili
permohonan & quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih
lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan yang
diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih
dahulu mengenai permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mahkamah telah memeriksa permohonan a guo dalam sidang
pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 22 Juli 2020.
Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim sesuai
dengan kewajibannya telah memberikan nasihat kepada
Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal
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yang berkaitan dengan Pemohon dan permohonannya sesuai

dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1)

huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara

dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 6/PMK/2005).

Dalam sidang tersebut, Panel Hakim telah menyatakan bahwa

Pemohon dapat menyampaikan perbaikan permohonan ke

Mahkamah selambat-lambatnya pada tanggal 4 Agustus 2020,

yaitu 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan

pendahuluan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK.

Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya

sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada

tanggal 4 Agustus 2020 dan diperiksa dalam sidang
pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 24 Agustus

2020. Perbaikan permohonan Pemohon tersebut memuat

sistematika: Identitas Pemohon, Pokok Perkara, Kewenangan

Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan

Permohonan, dan Petitum.

Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon

sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas pada dasarnya

telah memenuhi format permohonan pengujian undang-
undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK

dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d

PMK 06/PMK/2005, namun setelah Mahkamah memeriksa

dengan saksama telah ternyata uraian masing-masing bagian

sistematika tersebut tidak memenuhi syarat formal
permohonan, sebagai berikut:

a. pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak
menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas
bahwa dengan berlakunya pasal yang dimohonkan
pengujian dianggap merugikan Pemohon sebagai warga
negara Indonesia yang telah melaporkan penipuan
makelar/calo penerimaan pegawai namun dihentikan
penyidikannya. Pemohon hanya menguraikan kasus konkret
yang tidak ada relevansinya dengan norma yang diajukan,
yakni keterangan saksi-saksi Pemohon terkait dengan
penipuan yang diduga dialami Pemohon;

b. pada bagian alasan permohonan, Pemohon sama sekali
tidak menyampaikan argumentasi tentang pertentangan
antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan pasal-
pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945.
Bahkan  dalam permohonannya Pemohon  tidak
menyebutkan  dasar  pengujian yang  digunakan.
Permohonan Pemohon hanya menguraikan kasus konkret
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yang dialami Pemohon tanpa adanya argumentasi
konstitusional mengenai pertentangan norma yang diajukan
dengan norma dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar
pengujian;

c. pada bagian petitum permohonan, Pemohon hanya

meminta agar permohonan Pemohon uji materi diterima
tanpa menyebutkan agar pasal atau norma yang diuji
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam petitum lainnya
Pemohon justru meminta agar mencabut penghentian
penyidikan dan mengabulkan praperadilan yang jelas-jelas
tidak berhubungan dengan permohonan pengujian undang-
undang terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah tidak
dapat mempertimbangkan petitum a guo.
Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut
di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah
kabur karena tidak memenuhi syarat formal permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat
(1) UU MK.

[3.4] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a guo, namun oleh karena permohonan Pemohon
adalah kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan Ilebih
lanjut permohonan Pemohon.

KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo;
[4.2] Permohonan Pemohon kabur;
[4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dan seterusnya,

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X
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Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief
Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan
Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal
satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan September, tahun dua
ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 10.46 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota,
Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat,
Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo,
masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

Putusan Nomor 57/PUU-XVIII/2020 ... ya ... ya, mohon maaf,
ralat. Ulangi.

PUTUSAN
NOMOR 10/PUU-XVIII/ 2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Drs. Haposan Lumban Gaol, S.H., M.M.

Selanjutnya disebut sebagai------------------------ Pemohon I;
2. Dr. Triyono Martanto, S.E.,S.H.,Ak,M.M,,M.Hum.

Selanjutnya disebut sebagai----------------------- Pemohon II;
3. Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS

Selanjutnya disebut sebagai---------------------- Pemohon III;
Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IIldisebut
sebagai---------- --para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Presiden;
Membaca kesimpulan para pihak.
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26.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1]
[3.2]

Dianggap dibacakan.
Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3]
[3.4]
[3.5]
[3.6]

Dianggap dibacakan.

Dianggap dibacakan.

Dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan & quo dan para Pemohon memiliki kedudukan
hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7]

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal

5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002, Para Pemohon

mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah

dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Para Pemohon Pengadilan Pajak pada saat
ini tidak memiliki anggaran sendiri karena tidak memiliki
satuan kerja (Satker) untuk mengelola alokasi anggaran. Di
samping itu, Hakim Pengadilan Pajak sebagai Pejabat Negara
belum terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN),
sehingga berpengaruh pada eksistensi dan hak-hak hakim
Pengadilan Pajak, serta hingga saat ini Pengadilan Pajak
belum mempunyai gedung sendiri.

2. Bahwa menurut Para Pemohon meskipun Hakim Pengadilan
Pajak tidak dikurangi kemerdekaannya dalam mengambil
keputusan, akan tetapi keberadaan dalam dua pembinaan
instansi yaitu Mahkamah Agung untuk pembinaan teknis
peradilan dan Kementerian keuangan untuk pembinaan
organisasi, administrasi, dan keuangan, sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002
mengaburkan pemahaman mengenai kekuasaan kehakiman
yang merdeka. Hal tersebut berakibat adanya pengaruh atau
potensi pengaruh, pikiran, atau perasaan yang langsung
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maupun tidak langsung menyebabkan Hakim Pengadilan
Pajak berada pada  ketidakpastian  hukum  dan
kemerdekaannya karena adanya kewenangan Menteri
Keuangan untuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua yang
tidak transparan (tanpa parameter yang jelas) sehingga
berpotensi mereduksi ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU 14/2002
yang menyatakan: “Pembinaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi
kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa
Pajak”.

Bahwa menurut Para Pemohon persyaratan dan mekanisme
pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak tidak
jelas/tidak ada ketentuan yang mengaturnya sehingga
berpotensi terjadinya nepotisme dan “/like and dislike’dalam
proses pengusulannya yang pada akhirnya mengakibatkan
ketidakpastian hukum dan keadilan bagi Para Pemohon.
Beda halnya dengan pengadilan lainnya, pola promosi dan
mutasi hakimsecara jelas diatur dalamKeputusan Ketua MA
Nomor 48/KMA/SK/I1/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi
Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan. Dengan demikian
dalam rangka menjamin pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat
(3) UU 14/2002 yang pada pokoknya menyatakan tidak
boleh ada yang mengurangi kebebasan hakim dalam
memeriksa dan memutus sengketa pajak, maka mekanisme
pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak
seharusnya dilakukan melalui proses dari dan oleh Hakim
Pengadilan Pajak sehingga menjamin kemerdekaan dan
independensi hakim.

Bahwa menurut Para Pemohon dengan adanya putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, yang pada
pokoknya amarnya menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (3)
UU 14/2002 yang mengatur masa jabatan ketua, wakil ketua
dan hakim selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
untuk 1 (satu) kali masa jabatan bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dengan demikian tidak ada lagi periodisasi jabatan Ketua
dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Padahal permohonan
Pemohon dalam perkara Nomor 6/PUU-XIV/2016 hanya
mengajukan permohonan berkenaan dengan periodisasi
jabatan hakim saja yang bertentangan dengan UUD 1945,
tidak termasuk jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan
Pajak.

Bahwa menurut Para Pemohon dengan tidak adanya
periodisasi jabatan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Pajak
maka akan menyebabkan Ketua/Wakil Ketua menjabat
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sampai dengan pensiun karena tidak ada pola mutasi.

Ketua/Wakil Ketua tidak dapat diberhentikan kecuali

melakukan tindak pidana, melanggar kode etik, permintaan

sendiri, sakit jasmani atau rohani terus-menerus, tidak cakap
dalam  menjalankan tugas, dan meninggal dunia

sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Pasal 14,dan Pasal 15

UU 14/2002. Begitupula dengan proses pembinaan karir para

hakim akan terhambat dengan tidak adanya pola mutasi dan

promosi serta tidak adanya masa jabatan Ketua/ Wakil Ketua

Pengadilan Pajak.

Bahwa menurut Para Pemohon dengan tidak adanya

pembatasan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan

Pajak, maka akan berpotensi seseorang menjadi otoriter,

abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaan,

regenerasi kepemimpinan organisasi tersendat dan timbulnya
kultus individu sehingga akan menimbulkan ketidakpastian
hukum dan perlakuan yang tidak adil dan layak dalam
hubungan  kerja  karena  tersendatnya  regenerasi
kepemimpinan organisasi, sehingga bertentangan dengan

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2)UUD 1945.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon

memohon agar Mahkamah:

a) menyatakan Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 tetap
konstitusional dan tetap mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang dimaknai pembinaan Kementerian
Keuangan tidak termasuk mengusulkan Ketua dan Wakil
Ketua Pengadilan Pajak;

b) menyatakan frasa “dari para Hakim’’ dan frasa “diusulkan
Menter/” dalam Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002
bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh
Hakim dan diusulkan oleh Pengadilan Pajak untuk 1
(satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para

[3.9]

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi
tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagaimana termuat
lengkap pada bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa terhadap permohonan a guo Presiden telah
mengajukan keterangan Presiden yang disampaikan dalam
persidangan pada tanggal 7 Juli 2020 dan keterangan tambahan
yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 21 Juli 2020
(sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk
Perkara). Adapun keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) baru diterima Mahkamah pada tanggal 27 Agustus 2020
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setelah sidang dinyatakan selesai dan para pihak telah

menyerahkan kesimpulan sehingga keterangan tertulis dimaksud

tidak dipertimbangkan;

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama
argumentasi yang dikemukakan dalam permohonan Para
Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, terdapat
dua pokok persoalan konstitusional yang dipersoalkan oleh Para
Pemohon yakni:

1. pembinaan oleh kementerian keuangan dalam Pasal 5
ayat (2) UU 14/2002 tidak boleh diartikan pembinaan
Kementerian Keuangan termasuk dalam mengusulkan Ketua
dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak;

2. Frasa “dari para hakim” dan frasa “diusulkan Menteri”
dalamPasal 8 ayat (2) UU 14/2002 harus diartikan Ketua dan
Wakil Ketua Pengadilan Pajak dipilih dari dan oleh hakim dan
diusulkan oleh pengadilan pajak untuk satu kali masa jabatan
selama lima tahun;

[3.11] Menimbang bahwa dari kedua pokok persoalan tersebut di atas,
menurut Mahkamah, meskipun Para Pemohon tidak keberatan
terhadap pembinaan, organisasi, administrasi dan keuangan
dilakukan oleh Kementerian Keuangan, namun terkait dengan
pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang tidak
boleh melibatkan menteri dan harus adanya pengaturan
periodisasi atau pembatasan masa jabatan Ketua dan Wakil
Ketua Pengadilan Pajak.

27. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

[3.12] Menimbang bahwa terhadap kedua pokok permasalahan
konstitusionalitas  tersebut di atas, Mahkamah akan
mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa permohonan para Pemohon terkait dengan
Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 yang menyatakan,
“Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan
bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen
Keuangan”, terlebih dahulu Mahkamah mengutip
Paragraf [3.12] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
6/PUU-XIV/2016, bertanggal 4 Agustus 2016, yang
antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

Adanya kewenangan vyang diberikan kepada
Kementerian Keuangan dan seterusnya dianggap
dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam
putusan tersebut, pendirian yang kemudian
diperintahkan oleh Mahkamah kepada pembentuk
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undang-undang telah jelas dan tegas, bahwa oleh
karenadalam sistem  ketatanegaraan Indonesia
lembaga peradilan yang diatur dalam Pasal 24 ayat
(2) UUD Tahun 1945 yang menentukan bahwa
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Maka, lembaga
peradilan di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah
Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga
kekuasaan kehakiman tertinggi. Demikian halnya
dengan Pengadilan Pajak yang merupakan pengadilan
khusus yang pembentukannya/keberadaannya
berdasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU
48/2009 yang menyatakan, “Pengadilan khusus hanya
dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan
yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25”, yang penjelasan dari pasal
tersebut menyatakan, “Yang dimaksud dengan
“pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan
anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi
manusia, pengadilan tindak pidana  korupsi,
pengadilan hubungan industrial dan  pengadilan
perikanan yang berada di lingkungan peradilan
umum, serta pengadilan pajak yang berada di
lingkungan peradilan tata usaha negara”, yang
kemudian diatur juga dalam UU 14/2002 khususnya
Pasal 2 yang menentukan bahwa “Pengadilan Pajak
adalah badan peradilan yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau
penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap
Sengketa Pajak”. Merujuk ketentuan tersebut, secara
normatif Pengadilan Pajak merupakan pelaksanaan
kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk
menyelesaikan sengketa perpajakan. Namun demikian
jika dipelajari lebih jauh mengenai sengketa
perpajakan adalah sengketa antara kepentingan
rakyat selaku wajib pajak dengan kepentingan rakyat
sebagai penikmat pajak yang tidak dapat
dipersamakan dengan sengketa publik lainnya terlebih
dengan sengketa privat. Maka dalam sengketa pajak
diperlukan penyelesaian sengketa secara cepat untuk
memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak
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[3.12.2]

terhadap kewajiban pembayarannya maupun bagi
negara yang membutuhkan penerimaan perpajakan
untuk  pembiayaan  kegiatan  penyelenggaraan
pemerintahan. Sifat dari putusan pajak yang
menciptakan kepastian baik bagi wajib pajak maupun
bagi pemungut pajak agar sejumlah nominal pajak
yang disengketakan dapat segera dimanfaatkan oleh
wajib pajak maupun oleh negara untuk kepentingan
rakyat serta diperlukan peran pemerintah dalam hal
ini Kementerian Keuangan untuk menjaga Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka Mahkamah
dapat memahami sampai saat ini Pengadilan Pajak
masih berada di bawah pembinaan Kementerian
Keuangan sebagai lembaga yang salah satu tugas
pokoknya adalah  mengurusi keuangan dan
pendapatan negara yang salah satunya berasal dari
pajak atau dengan kata lain terkait dengan pengadilan
pajak yang harus satu atap (one roof system) di
bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu sepanjang
tugas dan kewenangan hakim Pengadilan Pajak tidak
terganggu independensinya dalam mengadili suatu
perkara, maka kebijakan yang seperti itu merupakan
pilihan kebijakan (open legal policy) dari pembentuk
undang-undang terhadap keberadaan Pengadilan
Pajak yang masih berada di bawah pembinaan
Kementerian Keuangan. Dengan demikan  maka
pertimbangan Mahkamah mengenai Pengadilan Pajak
yang masih di bawah pembinaan Kementerian
Keuangan menjadi mutatis mutandis dengan
pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 sebagaimana
tersebut di atas. Namun demikian sekali lagi
Mahkamah tetap menekankan kepada Pengadilan
Pajak dalam melaksanakan kewenangannya harus
tetap mengedepankan dan mengutamakan kebebasan
dan independensi hakim dalam memeriksa dan
memutus sengketa perpajakan.

bahwa sebagaimana pertimbangan Mahkamah
tersebut di atas, apakah pembinaan oleh Menteri
Keuangandalam Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002
terkandung arti termasuk terdapat peran Menteri
Keuangan dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
Pengadilan  Pajak  sehingga Para  Pemohon
menghendaki agar frasa tersebut diartikan pemilihan
Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak tidak
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seharusnya melibatkan Menteri Keuangan. Bila melihat
Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 memang
hanya menyatakan cukup jelas, dan tidak
mengartikan atau menjelaskan bahwa pembinaan
organisasi tersebut diartikan termasuk pemilihan
Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Begitupula
jika Mahkamah mengartikan kata pembinaan itu
sendiri yaitu usaha, tindakan, dan kegiatan yang
dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh
hasil yang lebih baik. Dengan demikian, Mahkamah
belum bisa melihat secara spesifik makna sebenarnya
frasa pembinaan organisasi dalam Pasal 5 ayat (2)
UU 14/2002. Bisa jadi makna yang terkandung dalam
frasa tersebut adalah tidak termasuk dalam pemilihan
Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak seperti
halnya yang dimaknai oleh Para Pemohon. Oleh
karena itu menurut Mahkamah jika Para Pemohon
menghendaki pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
Pengadilan Pajak tidak boleh diusulkan oleh
Kementerian Keuangan adalah tidak tepat dengan
cara menguiji Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 terhadap
UUD 1945 karena pengertian dari frasa pembinaan
organisasi itu sendiri belum tentu dapat diartikan
termasuk dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
Pengadilan Pajak. Terlebih, dalam ketentuan norma
Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 secara keseluruhan tidak
mengatur perihal tata cara maupun persyaratan
pengusulan dan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua
Pengadilan Pajak. Oleh karena itu sesungguhnya
menjadi tidak relevan melekatkan pemberlakuan
secara bersyarat atas norma Pasal 5 ayat (2) UU
14/2002 dengan persyaratan pengusulan dan
pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan
Pajak.

Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas,
terlepas kata “Pembinaan” dapat mencakup
keterlibatan Menteri Keuangan dalam pengusulan
Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang bisa
tumpang tindih dengan kewenangan yang berkaitan
dengan independensi hakim, terhadap keraguan
demikian tidak dapat dihindarkan. Sebab, sebagai
konsekuensi dari masih ditegaskannya oleh Mahkamah
Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 adalah konstitusional,
maka  keterlibatan Menteri Keuangan dalam
mengusulkan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Pajak
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masih  harus dipertahankan hingga terwujudnya
Pengadilan Pajak berada dalam satu atap di bawah
Mahkamah Agung ("one roof system”). Namun
demikian untuk menjawab keraguan di atas, penting
bagi Mahkamah menegaskan bahwa keterlibatan
Menteri Keuangan dalam pengusulan Ketua/Wakil
Ketua Pengadilan Pajak benar-benar hanya terbatas
pada persyaratan formal yang bersifat administratif
semata, yang pertimbangan hukum selengkapnya
akan dipertimbangkan pada saat Mahkamah
mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 8
ayat (2) UU 14/2002, yang juga dimohonkan
pengujian oleh Para Pemohon dalam permohonan a
guo. Sebab, dalam Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002
persyaratan untuk diusulkan sebagai Ketua dan Wakil
Ketua Pengadilan Pajak melekat bukan dalam norma
Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002. Oleh karena itu
kekhawatiran adanya konflik kepentingan kewenangan
mengusulkan oleh Menteri Keuangan tidak dapat
disusupi dengan kepentingan yang mempengaruhi
kebebasan hakim dapat dihindari. Terlebih lagi,
sebenarnya terhadap  kekhawatiran  dimaksud
sesungguhnya juga tidak beralasan, karena telah
ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU
14/2002, yang menyatakan: “Pembinaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh
mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan
memutus Sengketa Pajak”. Artinya keterlibatan
pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi
Pengadilan Pajak yang dilakukan oleh Kementerian
Keuangan (vide Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002) dan
bahkan pembinaan teknis peradilan yang dilakukan
oleh Mahkamah Agung (vide Pasal 5 ayat (1) UU
14/2002) juga tidak boleh mengurangi kebebasan
hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa
pajak.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, khususnya pertimbangan hukum
sebagaimana yang dikutip dari Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, dipertegas dengan
pertimbangan hukum yang bersifat kekinian, maka
tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk mengubah
pendiriannya berkaitan dengan konstitusionalitas
norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 dan oleh
karenanya Mahkamah tetap mendorong kemandirian
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Pengadilan Pajak dalam satu atap di bawah
Mahkamah Agung dan terlepas dari Kementerian
Keuangan adalah sebuah keniscayaan dan menjadi
kewenangan pembentuk undang-undang yang
menjadikan skala prioritas untuk segera diwujudkan.
Bahwa sebelum sampai pada sikap Mahkamah
terhadap dalil Para Pemohon berkaitan dengan
konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002,
terkait permohonan para Pemohon pada norma a guo,
setelah dicermati dengan saksama pada bagian posita
dan petitum permohonan Para Pemohon telah
ternyata terdapat ketidakkonsistenan. Di mana, pada
uraian dalil permohonan menguraikan pembinaan
pengadilan pajak seolah-olah terbatas pada kata
“pembinaan organisasi” dengan huruf tebal (bold),
namun pada bagian petitum memohon agar kata
“pembinaan” oleh kementerian keuangan seolah-olah
pembinaan secara keseluruhan, termasuk juga baik
keuangan dan  administrasi. Hal  demikian
menunjukkan adanya “contradictio in terminis” dari
pendirian Para Pemohon, pada satu sisi Para Pemohon
pada frasa “pembinaan organisasi” saja yang
dimohonkan agar dinyatakan tidak termasuk
mengusulkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak,
namun pada sisi lain  keseluruhan pembinaan
termasuk keuangan dan administrasi juga termasuk
yang dimohonkan agar dinyatakan tidak termasuk
mengusulkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak.
Selanjutnya selain  ketidakkonsistenan tersebut,
permohonan para Pemohon terdapat ambiguitas pada
bagian lainnya, yaitu pada petitum permohonan Para
Pemohon yang menyatakan bahwa norma Pasal 5
ayat (2) UU 14/2002 tetap konstitusional sepanjang
tidak termasuk mengusulkan ketua dan wakil ketua
pengadilan pajak, padahal norma pasal a guo telah
cukup jelas memang tidak termasuk mengusulkan
ketua dan wakil ketua pengadilan pajak.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut,
berkenaan dengan Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002
Mahkamah tetap pada pendirian sebagaimana
pertimbangan hukum di atas, namun setelah dicermati
uraian permohonan Para Pemohon  terkait
konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat 2 UU 14/2002
telah ternyata tidak jelas atau kabur. Namun
demikian, seandainya permohonan Para Pemohon
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tidak kabur, guod non, permohonan Para Pemohon
berkenaan konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2)
UU 14/2002 adalah tidak beralasan menurut hukum.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya dalil Para Pemohon yang terkait
dengan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 yang menyatakan, “Ketua
dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang
diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua
Mahkamah Agung”, yang dimohonkan pengujiannya oleh Para
Pemohon dan memohon kepada Mahkamah sebagaimana
petitum Para Pemohon agar frasa “dari para hakim” dan frasa
“diusulkan oleh Menteri” dalam pasal tersebut dimaknai
“Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim dan
diusulkan oleh pengadilan pajak untuk 1 (satu) kali masa
jabatan selama 5 (lima) tahun”. Dari permohonan tersebut
Para Pemohon menghendaki agar tidak boleh ada keterlibatan
Menteri Keuangan dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
Pengadilan Pajak dan harus adanya masa jabatan atau
periodisasi ketua dan wakil ketua yaitu hanya 1 (satu) kali masa
jabatan selama 5 (lima) tahun. Terhadap permohonan Para
Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai
berikut:

[3.13.1] Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 6/PUU-
XIV/2016, tanggal 4 Agustus 2016 Paragraf [3.14]
telah mempertimbangakan sebagai berikut:
“Menimbang bahwa oleh karena hakim pengadilan
pajak adalah sama atau sejajar dengan hakim di
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan
Tinggi dalam lingkungan Peradilan Umum, serta
Pengadilan Tinggi Agama, sehingga ketentuan
mengenai pemberhentian dengan hormat hakim
pada pengadilan pajak juga harus disesuaikan
dengan ketentuan mengenai pemberhentian dengan
hormat dari jabatan hakim tinggi di lingkungan
peradilan tata usaha negara sebagaimana diuraikan
dalam paragraf di atas, maka terkait periodisasi atau
masa jabatan hakim pajak agar tidak menimbulkan
perbedaan sudah seharusnya juga masa jabatan
hakim pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam
Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak tidak mengenal
masa jabatan atau periodisasi”.

Bahwa dari pertimbangan tersebut Mahkamah telah
menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya
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antara lain menyatakan, Pasal 8 ayat (3) UU 14/2002
tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan “Ketua,
Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan
selama 5 (lima) tahun dan dapat djperpanjang untuk
1 (satu) kali masa jabatanbertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekutan hukum
mengikat.

Bahwa dari pertimbangan dan amar putusan
Mahkamah Nomor 6/PUU-XIV/2016 tersebut, maka
saat ini Pengadilan Pajak tidak memiliki masa jabatan
Ketua dan Wakil Ketua, sehingga Mahkamah dapat
memahami keresahan para Pemohon yaitu dengan
tidak adanya masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua
Pengadilan Pajak dapat ~ berdampak pada antara
lain terhambatnya karir para Pemohon sebagai hakim
pada Pengadilan Pajak dan dapat menimbulkan
penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) di
Pengadilan Pajak nantinya. Oleh karena pasal
mengenai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua
Pengadilan Pajak yakni Pasal 8 ayat (3) UU 14/2002
yang menyatakan, “Ketua, Wakil Ketua dan Hakim
diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun
dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa
jabatan telah  dinyatakan inkonstitusional oleh
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 6/PUU-XIV/2016, tanggal 4 Agustus 2016.
Sementara itu, para Pemohon dalam permohonan a
guo memohon kepada Mahkamah agar Pasal 8 ayat
(2) UU 14/2002 yang menyatakan “Ketua dan Wakil
Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang
diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan
Ketua Mahkamah Agung ” diartikan pemilihan Ketua
dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dipilih dari dan
oleh hakim dan diusulkan oleh Pengadilan Pajak
tanpa melibatkan Kementerian Keuangan untuk satu
kali masa jabatan selama lima tahun, maka demi
kepastian hukum dan keadilan bagi para Pemohon,
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
permohonan Para Pemohon tersebut.

[3.13.1.1] Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan pada
Paragraf [3.12.1] tersebut di atas telah memahami
mengapa pengadilan pajak masih berada pada
pembinaan Kementerian Keuangan. Namun
pertanyaannya apakah pembinaan tersebut harus
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termasuk dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
Pengadilan Pajak. Untuk menjawab pertanyaan
tersebut Mahkamah terlebih dahulu menguraikan
mengenai kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan menjadi
landasan konstitusional yang mengatur hakim
pengadilan dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya yang  tidak dapat berada pada
pengaruh, tekanan, dan perasaan yang mengurangi
konsentrasinya pada kemerdekaan dalam
menegakkan hukum dan keadilan. Badan peradilan
harus dilekatkan prinsip kebebasan yang merupakan
suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki
khususnya bagi para hakim demi terciptanya suatu
putusan yang bersifat objektif dan imparsial. Para
hakim harus dapat mengimplementasikan
kebebasannya sebagai suatu kebebasan yang
bertanggungjawab,  kebebasan dalam  koridor
ketertiban peraturan perundang-undangan yang
berlaku dengan menjalankan tugas pokok kekuasaan
kehakiman sesuai hukum acara dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku tanpa
dipengaruhi oleh pemerintah, kepentingan, kelompok
penekan, media cetak/elektronik, dan individu yang
berpengaruh. Produk yang dihasilkan hakim dari
sebuah badan peradilan adalah putusan hakim, oleh
karena itu produk dari hakim tersebut harus
mengandung nilai-nilai kepastian dan keadilan
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh
karenanya setiap putusan badan peradilan yang
bersumber dari aktualisasi kemandirian hakim
melalui  pertimbangan hukumnya, benar-benar
mencerminkan dan memancarkan nilai filosofis,
sosiologis dan vyuridis yang membawa esensi
keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum, baik bagi pencari keadilan (justiciabelen) dan
kepada Tuhan Yang Maha Esa.

[3.13.1.2] Bahwa dari kebebasan hakim sebagaimana diuraikan
di atas, menurut Mahkamah hakim melalui
ketua/wakil ketua juga harus memiliki kebebasan
dalam penatalaksanaan organisasinya sebagaimana
di dalam sebuah badan peradilan pada umumnya,
termasuk dalam hal ini Pengadilan Pajak. Sebab,
makna kebebasan pada hakim, selain hakim dalam
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menjalankan tugas kekuasaan vyudisial, juga tidak
boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh
siapa pun, tetapi hakim juga leluasa untuk berbuat
apa pun yaitu salah satunya adalah mengorganisir
keberadaanya di dalam sebuah badan peradilan
dengan memilih ketua dan wakil ketua untuk
memimpin  hakim-hakim  itu  sendiri  dalam
menjalankan tugas sehari-harinya. Ketua dan wakil
ketua badan peradilan selain bertugas sebagai hakim
yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk
memeriksa dan memutus perkara, juga memiliki
tugas dalam pengorganisasian di internal badan
peradilan tersebut seperti melakukan pengawasan
atau pelaksanaan tugas dan perilaku hakim dan
jajaran di sebuah lembaga peradilan serta mengatur
pembagian tugas para hakim. Lebih lanjut, para
hakim dalam menjalankan tugasnya sehari-hari
dalam sebuah badan peradilan sudah barang tentu
saling berinteraksi satu sama lain, baik yang
berhubungan dengan tugas pokoknya ataupun yang
berhubungan dengan kehidupan pribadi sehari-hari,
dengan begitu para hakim bisa saling mengenal
atau mendalami karakter dari masing-masing hakim
itu sendiri. Dengan demikian jika ada pemilihan
pimpinan sebuah badan peradilan, dalam hal ini
ketua dan wakil ketua Pengadilan sebenarnya para
hakim sudah bisa memilih atau menentukan hakim
yang menjadi pilihannya untuk dijadikan pimpinan
yang membawa kemajuan organisasi dalam melayani
pencari keadilan. Sehingga para hakim tersebut tidak
lagi memerlukan keterlibatan dari eksternal
pengadilan dalam memilih ketua dan wakil ketua.
Sebab, intensitas interaksi dengan pihak luar dapat
berpotensi mengganggu independensi seorang hakim
dan mengarah kepada subjektivitas personal yang
akan dipilih untuk menjadi pimpinan dengan tujuan
tertentu, khususnya bisa menguntungkan
kepentingannya. Dengan demikian berdasarkan
pertimbangan  tersebut  menurut = Mahkamah
pembinaan Kementerian Keuangan kepada
pengadilan pajak bukan berarti Kementeraian
Keuangan ikut terlibat dalam pemilihan ketua dan
wakil ketua Pengadilan Pajak. Karena, Hakim
Pengadilan Pajak selain bebas dalam menjalankan
kekuasaan kehakiman hakim pajak juga harus bebas
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dalam menentukan pimpinan mereka dari mereka
sendiri untuk mengorganisir tugas dan kewenangan
badan peradilan tanpa melibatkan pihak eksternal
dalam hal ini Kementerian Keuangan yang belum
tentu mengetahui lebih mendalam kualitas ataupun
karakter mereka masing-masing dari para hakim.
Oleh karena itu menurut Mahkamah tata cara
pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak
harus dilepaskan dari keterlibatan Menteri Keuangan
agar para hakim tersebut lebih dapat merefleksikan
pilihannya sesuai hati nuraninya yang didasarkan
pada pertimbangan kapabilitas, integritas dan
leadership dari calon pemimpinnya, serta dari hasil
pilihannya tersebut, para hakim dapat
mempertanggungjawabkan konsekuensi pilihannya.
Dengan pertimbangan demikian, keterlibatan Menteri
Keuangan hanya bersifat administratif guna
menindaklanjuti hasil pemilihan ketua/wakil ketua
yang diteruskan kepada Presiden setelah mendapat
persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Demikian pula
halnya terkait dengan pengusulan pemberhentian
dengan hormat dan tidak hormat Ketua dan Wakil
Ketua Pengadilan Pajak dengan sendirinya
keterlibatan Menteri Keuangan hanya bersifat
administratif.

[3.13.1.3]Bahwa selanjutnya berkaitan dengan periodisasi atau
masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan
Pajak yang juga dimohonkan oleh para Pemohon,
menurut Mahkamah praktik demokrasi yang paling
mendasar dan harus diterapkan dalam sebuah
organisasi adalah adanya rotasi kepemimpinan
secara periodik, untuk menghindari terjadinya praktik
otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan.
Dengan adanya kontrol internal dengan cara
pembatasan waktu tersebut didasarkan pada asumsi
bahwa kekuasaan yang terus menerus bisa
menjadikan pimpinan yang cenderung
menyalahgunakan kekuasaan. Oleh karena pemimpin
harus memiliki jangka waktu dalam menduduki
jabatan. Periodisasi dalam suatu jabatan bukan
hanya agar terjadi pergantian kepengurusan, namun
yang tidak kalah penting hal tersebut menciptakan
proses kaderisasi dan regenerasi dalam sebuah
lembaga atau jenjang karir para penggerak dari
organisasi tersebut. Berdasarkan pertimbangan
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29.

tersebut maka dalam hal ini, pimpinan pengadilan
pajak yakni Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak
sangat penting diberikan batasan masa jabatan atau
periodisasi untuk menghidari terjadinya kekhawatiran
sebagaimana pertimbangan Mahkamah tersebut.
Oleh karena itu apabila merujuk pertimbangan
hukum dimaksud, maka masa jabatan Ketua dan
Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang relevan adalah
satu kali periodisasi masa jabatan selama lima tahun.
[3.13.2] Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan
Mahkamah tersebut, dalil Para Pemohon yang pada
pokoknya menyatakan bahwa frasa “dari para hakim”
dalam Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Ketua
dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim dan
diusulkan oleh Pengadilan Pajak untuk satu kali masa
jabatan selama lima tahun beralasan menurut
hukum. Sementara itu dalil permohonan Para
Pemohon sepanjang frasa “diusulkan Menteri” tidak
beralasan menurut hukum dan  Mahkamah
memaknainya sebagai “diusulkan melalui menteri”.
[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah
pada Paragraf [3.13] tersebut di atas, menurut Mahkamah Pasal
8 ayat (2) UU 14/2002 harus dinyatakan inkonstitusional
bersyarat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.
[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di
atas, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon
beralasan menurut hukum untuk sebagian.

KETUA: ANWAR USMAN
4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;

[4.3] Permohonan Para Pemohon terkait dengan Pasal 8 ayat (2)
beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[4.4] Permohonan Para Pemohon terkait dengan Pasal 5 ayat (2) UU
14/2002 kabur dan seandainya tidak kabur, quod non,
permohonan Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut
hukum.
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Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:

—

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua
diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri
setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung”,
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai'"Ketua dan Wakil Ketua diangkat
oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para Hakim yang
selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan persetujuan
Ketua Mahkamah Agung untuk 1 (satu) kali masa jabatan
selama 5 (lima) tahun’;

3. Menyatakan permohonan para Pemohon terkait dengan Pasal 5 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tidak

dapat diterima;

Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya.

vk

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P.
Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, dan
Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa,
tanggal delapan belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh,
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan
September, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul
11.27 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan
dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan
Presiden atau yang mewakili.
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30.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 57 /PUU-XVIII/ 2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1.1]

[1.2]

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang diajukan oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.
Selanjutnya disebut sebagai ............ccccccoviviii i, Pemohon;
memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.,
dan kawan-kawan. Berdomisili di Jalan Tanah Abang 1 Nomor
12, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ............ccccoeeieieeiiiii, Pemohon;
Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1]
[3.2]

Dianggap dibacakan.
Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3]
[3.4]
[3.5]

Dianggap dibacakan.

Dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan
syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4]
di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan perihal
kedudukan hukum Pemohon. Namun, sebelumnya Mahkamah
akan menguraikan hal-hal yang menjadi alasan Pemohon dalam
menjelaskan kedudukan hukumnya, sebagai berikut:
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1.

Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian
dalam permohonan a guo adalah Pasal 5 ayat (2), Pasal 8
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (5), Pasal 13 ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal
22 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (2),

Pasal 29 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (2) UU 14/2002 yang

menyatakan: Pasal-pasal yang dimaksud di atas dianggap

dibacakan.

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang

dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti

P.3), sebagai pembayar Pajak yang dibuktikan dengan

kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (Bukti P.4) yang

berprofesi sebagai Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara

berdasarkan Surat Petikan Keputusan Presiden Nomor 38/P

Tahun 2006 tentang Keputusan Pengangkatan Hakim (Bukti

P.5) dan Surat Petikan Keputusan Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung

Nomor 08/DJ/SK/TUN/PH/12/2006 (Bukti P.6).

Bahwa Pemohon saat ini bertugas di Kamar Tata Usaha

Negara Mahkamah Agung sebagai Hakim Yustisial sekaligus

sebagai Panitera Pengganti Kamar Tata Usaha Negara (Bukti

P.9), yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. membantu Majelis Hakim Agung dalam pencatatan jalannya
persidangan;

b. melakukan pencatatan berkas perkara yang diterima dari
Panitera Muda Tim;

c. mengetik konsep putusan hasil musyawarah Majelis yang
akan diucapkan;

d. menyampaikan putusan yang telah selesai diketik untuk
diteliti dan diperiksa atau dikoreksi oleh Hakim Agung
pembaca pertama;

e. melaksanakan minutasi atau penyelesaian perkara yang
telah diputus Majelis Hakim Agung pada Tim.

Bahwa menurut Pemohon dengan diberikannya sebagian besar

urusan pembinaan Pengadilan Pajak, yakni pembinaan

organisasi, administrasi dan keuangan, kepada Kementerian

Keuangan, mengakibatkan tidak terbangunnya sistem

pembinaan dan koordinasi yang selaras dalam penanganan

penyelesaian sengketa pajak. Hal ini menyebabkan

menumpuknya beban penyelesaian perkara pajak di

Mahkamah Agung dan tentunya kondisi ini telah merugikan

hak konstitusional Pemohon sebagai Hakim Yustisial sekaligus

Panitera Pengganti Kamar Tata Usaha Negara yang

mengerjakan konsep putusan hasil musyawarah Majelis yang

akan diucapkan serta melaksanakan minutasi atau
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penyelesaian perkara yang telah diputus Majelis Hakim Agung
pada Tim (Bukti P.8).

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon terdapat
kepentingan langsung Pemohon dalam kedudukan dan tugas
Pemohon sebagai seorang Hakim Peradilan Tata Usaha Negara
dalam hubungannya dengan bekerjanya sistem kekuasaan
kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (1) dan
ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu dengan berlakunya Pasal 5
ayat (2) UU 14/2002 tersebut telah mengurangi hak
konstitusional Pemohon untuk dapat menjalankan tugas dan
kewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta
menjaga kemerdekaan dan independensi peradilan.

6. Bahwa menurut Pemohon apabila permohonan pengujian
terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 9 ayat (5), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14,
Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal
25 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (4),
Pasal 34 ayat (2) UU 14/2002 dikabulkan, maka pembinaan
organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak
dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut dengan
sendirinya akan memulihkan hak konstitusional Pemohon
sebagai seorang Hakim untuk dapat menjalankan tugas secara
independen dan turut menjaga kemerdekaan dan kemandirian
peradilan.

31. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 6 di
atas, Mahkamah mempertimbangkan perihal kedudukan
hukum Pemohon sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon menjelaskan sebagai perseorangan Warga
Negara Indonesia yang bertugas di Kamar Tata Usaha Negara
sebagai Hakim Yustisial sekaligus sebagai Panitera Pengganti
Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung (Bukti P.9), yang
memiliki tugas dan fungsi membantu Majelis Hakim Agung
dalam pencatatan jalannya persidangan, melakukan
pencatatan berkas perkara yang diterima dari Panitera Muda
Tim, mengetik konsep putusan hasil musyawarah Majelis yang
akan diucapkan, menyampaikan putusan yang telah selesai
diketik untuk diteliti dan diperiksa atau dikoreksi oleh Hakim
Agung pembaca pertama, dan melaksanakan minutasi atau
penyelesaian perkara yang telah diputus Majelis Hakim Agung
pada Tim. Lebih lanjut, menurut Pemohon, dengan
diberikannya sebagian besar urusan pembinaan Pengadilan
Pajak, yakni pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan
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kepada Kementerian Keuangan, hal ini mengakibatkan tidak
terbangunnya sistem pembinaan dan koordinasi yang selaras
dalam penanganan penyelesaian sengketa pajak. Selain itu,
menurut Pemohon, hal tersebut menyebabkan menumpuknya
beban penyelesaian perkara pajak di Mahkamah Agung dan
tentunya kondisi tersebut telah merugikan hak konstitusional
Pemohon sebagai Hakim Yustisial sekaligus Panitera Pengganti
Kamar Tata Usaha Negara yang mengerjakan konsep putusan
hasil musyawarah Majelis yang akan diucapkan serta
melaksanakan minutasi atau penyelesaian perkara yang telah
diputus Majelis Hakim Agung pada Tim;

Bahwa terhadap penjelasan Pemohon ... maaf. Bahwa
terhadap penjelasan Pemohon sebagaimana dijelaskan pada
huruf a di atas, penting bagi Mahkamah untuk menilai apakah
Pemohon memenuhi unsur/syarat sebagai subjek hukum yang
dapat dikualifikasikan sebagai Pemohon yang dirugikan hak
konstitusionalnya;

Bahwa penegasan sebagaimana dimaksud pada huruf b
tersebut diperlukan, oleh karena sebagai Pemohon di samping
memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum sebagaimana
yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, juga harus
memenuhi  syarat-syarat adanya anggapan kerugian
konstitusional sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31
Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 bertanggal 20 September 2007. Oleh karena itu dalam
Perkara @ guo Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih
lanjut perihal kualifikasi subjek hukum Pemohon dan
anggapan kerugian konstitusional yang dijelaskan Pemohon;
Bahwa berkaitan dengan status Pemohon sebagai Hakim
Yustisial sekaligus sebagai Panitera Pengganti pada Kamar
Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang memiliki tugas dan
fungsi membantu Majelis Hakim Agung sebagaimana
dijelaskan pada huruf a di atas, menurut Mahkamah status
Pemohon tersebut tidak berkaitan langsung dengan anggapan
kerugian konstitusional Pemohon dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi Pemohon sebagai Hakim Yustisial maupun
Panitera Pengganti di Mahkamah Agung. Sebab Mahkamah
tidak mendapatkan keyakinan adanya anggapan kerugian
konstitusional yang bersifat spesifik, baik yang bersifat aktual
maupun potensial yang dialami oleh Pemohon. Terlebih
apabila anggapan kerugian konstitusional tersebut dikaitkan
dengan adanya hubungan sebab akibat (causa/ verband)
antara anggapan kerugian konstitusional Pemohon dengan
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berlakunya norma dari pasal-pasal yang dimohonkan
pengujian.

Bahwa benar Pemohon adalah Hakim yustisial dan Panitera
Pengganti pada Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung,
namun saat ini Pemohon bukanlah subjek hukum yang secara
langsung terhambat dalam melaksanakan fungsinya yang
membutuhkan kemandirian hakim, khususnya
mengaktualisasikan independensinya dalam  mengambil
putusan terhadap perkara-perkara perpajakan, sehingga
memengaruhi dan bahkan dapat menciderai rasa keadilan
yang diakibatkan belum adanya sistem satu atap terhadap
Pengadilan Pajak (one roof system). Di samping itu Pemohon
adalah juga bukan subjek hukum yang secara langsung
terkena dampak adanya sistem pembinaan Pengadilan Pajak
di bawah Kementerian Keuangan yang dapat berpengaruh
terhadap independensi pengadilan pajak di dalam
melaksanakan fungsi yudisialnya. Oleh karena itu dengan
uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah tetap tidak
mendapatkan  keyakinan adanya anggapan kerugian
konstitusional yang dialami oleh Pemohon tersebut yang
bersifat spesifik, baik aktual maupun potensial yang dapat
terjadi pada diri Pemohon dan hal tersebut berkorelasi dengan
berlakunya norma dari pasal-pasal yang dimohonkan
penguijian oleh Pemohon.

Bahwa terhadap penjelasan Pemohon pernah memiliki
kedudukan hukum dalam permohonan pengujian undang-
undang di Mahkamah Agung, yaitu dalam Putusan Mahkamah
... kami ulang. Bahwa terhadap penjelasan Pemohon pernah
memiliki kedudukan hukum dalam permohonan pengujian
undang-undang di Mahkamah, vyaitu dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 28/PUU-IX/2011 perihal
pengujian Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 37/PUU-X/2012
perihal Pengujian Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Juncto Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Pasal 24 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, Mahkamah berpendapat, bahwa terhadap
pemohon yang pernah memiliki kedudukan hukum dalam
mengajukan  pengujian undang-undang di Mahkamah
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32.

Konstitusi tidak serta-merta dapat memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan pengujian dalam perkara lain.
Sebab, kedudukan hukum yang dimiliki pemohon tergantung
terpenuhi atau tidaknya kualifikasi subjek hukum
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK,
dan juga harus terpenuhinya syarat-syarat adanya anggapan
kerugian konstitusional sebagaimana yang dimaksudkan
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-
I11/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September
2007, di mana kedua syarat tersebut harus dipenuhi karena
bersifat kumulatif.

g. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh
karena Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai subjek
hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU
MK maka terhadap anggapan kerugian konstitusional
sebagaimana dipersyaratkan dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007
bertanggal 20 September 2007, tidak dapat dipertimbangkan
lebih lanjut. Sebab, antara subjek hukum dan syarat-syarat
kerugian konstitusional merupakan persyaratan yang bersifat
kumulatif yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan
yang lainnya. Oleh karenanya Mahkamah berkesimpulan
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan
permohonan a guo.

[3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili
Permohonan @ guo namun oleh karena Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam
Permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan
pokok permohonan.

KETUA: ANWAR USMAN
4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas,
Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
Permohonan a guo;
[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dan seterusnya.
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5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Saldi Isra, Arief
Hidayat, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P.
Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal
satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan September, tahun dua
ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.46 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Achmad Edi
Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon,
Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang
mewakili.

Terakhir.

PUTUSAN
NOMOR 63/PUU-XVIII/ 2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang diajukan oleh:

1. Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora

Nama : Seno Margo Utomo

selanjutnya disebut sebagai ====================-- Pemohon I;
2. Nama : Sujad

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Sebagai ============smeecemee e e e Pemohon II;
3. Nama : Dr. Umar Ma'ruf, S.H., CN., M.Hum.

Selanjutnya disebut sebagai ----------------------- Pemohon III;
4. Nama : Jalal Umaruddin

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai ==================-- Pemohon 1V;
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33.

5. Nama H. Susanto Rahardjo

Selanjutnya disebut sebagai ==============c==uzx- Pemohon V;
6. Nama Febrian Candra Widya Atmaja

Selanjutnya disebut sebagai ==================-- Pemohon VI;
7. Nama Exi Agus Wijaya

Selanjutnya disebut sebagai ===============z=-= Pemohon VII;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Juli 2020,
memberi kuasa kepada Arif Sahudi, S.H., M.H., dan kawan-kawan,
beralamat di Jalan Solo — Baki Nomor 50, Kwarasan, Grogol,
Sukoharjo, Jawa Tengah, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri,
bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----------- m=mmm——e- para Pemohon;
[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap telah dibacakan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan
mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon, sebagai

[3.3]

berikut:
[3.3.1]

Bahwa Pemohon I dalam permohonan a quo
menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan yang
menjadi pengurus badan hukum berupa lembaga
kemasyarakatan yang bergerak di bidang
memprakarsai, memfasilitasi, dan mengembangkan
terwujudnya pembagian dana bagi hasil migas Blok
Cepu bagi daerah Kabupaten Blora dan mendorong
tumbuhnya perhatian, partisipasi, dan komitmen
masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program-
program pemerintah di perkumpulan  guna
meningkatkan martabat bangsa dan negara melalui
pembagian dana bagi hasil migas yang berkeadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang
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[3.3.2]

[3.3.3]

[3.3.4]

diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2),
ayat (3) Akta Notaris Nomor 48, Akta Pendirian
Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora yang telah
terdaftar di kantor Notaris Elizabeth Estiningsih, S.H.,
bertanggal 08 Agustus 2019 [vide Lampiran 1
permohonan para Pemohon];

Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon 1V,
Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII, dalam
permohonan a guo menerangkan kualifikasinya sebagai
warga negara  Indonesia, beranggapan  hak
konstitusional para Pemohon  dengan  tidak
didapatkannya bagi hasil ... Dana Bagi Hasil dari Blok
Cepu untuk Kabupaten Blora yang masuk dalam
Wilayah Kerja, sedangkan Kabupaten Banyuwangi [ Sic/]
yang bukan masuk dalam Wilayah Kerja justru
mendapatkan bagian dari Dana Bagi Hasil Blok Cepu
dengan perbandingan antara Blora dengan Bojonegoro
sangat berbeda jauh, karena Dana Bagi Hasil yang
diperoleh Bojonegoro dari Blok Cepu sangat besar dari
tahun 2016 serta selalu mengalami peningkatan hingga
di tahun 2019, Dana Bagi Hasil yang diperoleh
Bojonegoro sebesar 2,7 Triliun yang berkontribusi
sangat besar untuk Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan Dana Bagi
Hasil khusus dari Blok Cepu yang diperoleh Kabupaten
Blora adalah 0 (nol) rupiah, oleh karenanya secara
potensial dirugikan dengan berlakunya norma pasal-
pasal yang diajukan pengujian [vide permohonan para
Pemohon halaman 10];

Bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon
Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan
pada tanggal 11 Agustus 2020, berdasarkan ketentuan
Pasal 39 UU MK, Panel Hakim karena kewajibannya
telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk
memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang
berkaitan dengan para Pemohon dan permohonannya
sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana
diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK dan
Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005
tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Penguijian
Undang-Undang (PMK 6/PMK/2005);

Bahwa para Pemohon telah melakukan perbaikan
permohonannya sebagaimana telah diterima di
Kepaniteraan Mahkamah tanggal 24 Agustus 2020 dan
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[3.3.5]

[3.3.6]

[3.3.7]

diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan
permohonan pada tanggal 3 September 2020. Dalam
perbaikan permohonannya, para Pemohon telah
menguraikan  sistematika: Judul, Identitas Para
Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi,
Kedudukan Hukum Para Pemohon, Norma-norma yang
Diajukan Untuk Diuji, Alasan Permohonan, dan Petitum;
Bahwa para Pemohon prinsipal dalam Surat Kuasa
Khusus memberi kuasa kepada Arif Sahudi, S.H., M.H.,
Sigit Nugroho Sudibyanto, S.H., M.H., Georgius Limart
Siahaan, S.H., Mohammad Arnaz, S.H., Utomo
Kurniawan, S.H., dan Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H.,
akan tetapi atas nama kuasa Mohammad Arnaz, S.H.
dalam permohonan awal maupun pemohonan
perbaikan tidak pernah turut menandatangani
permohonan dimaksud, sehingga Mahkamah
mengesampingkan  kuasa hukum atas nama
Mohammad Arnaz, S.H. dalam permohonan a quo;
Bahwa dalam sidang pemeriksaan  perbaikan
permohonan pada tanggal 3 September 2020, berkaitan
dengan kedudukan hukum, para Pemohon menyatakan
bahwa atas nama Georgius Limart Siahaan, S.H. dalam
hal ini bertindak sebagai kuasa hukum dianggap tidak
sebagai kuasa lagi karena tidak menandatangani surat
perbaikan permohonan dan untuk Pemohon VIII dan
Pemohon IX dianggap tidak sebagai Pemohon lagi
karena menarik diri sebagai Pemohon [vide Risalah
Sidang Perbaikan Permohonan Nomor 63/PUU-
XVIII/2020, bertanggal 3 September 2020];

Bahwa dalam sidang pemeriksaan  perbaikan
permohonan pada tanggal 3 September 2020, para
Pemohon juga meminta kepada Panel Hakim untuk
melaksanakan sidang perbaikan permohonan kedua
dengan alasan sebagian Pemohon belum menjelaskan
kerugian konstitusional untuk mengajukan
permohonan. Namun, Panel Hakim menyatakan bahwa
dalam hukum acara Mahkamah tidak dikenal sidang
perbaikan kedua kecuali Mahkamah memandang perlu
untuk melaksanakan sidang pemeriksaan perbaikan
tambahan untuk meminta klarifikasi terhadap hal-hal
tertentu yang bersifat khusus dan dianggap perlu [vide
Risalah Sidang Perbaikan Permohonan Nomor 63/PUU-
XVIII/2020, bertanggal 3 September 2020];

Bahwa meskipun format perbaikan permohonan para
Pemohon sebagaimana dimaksud pada Paragraf
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[3.3.4], Paragraf [3.3.5], dan Paragraf [3.3.6] pada
dasarnya telah memuat format suatu permohonan
pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam
Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat
(1) huruf a, b, ¢, dan d PMK Nomor 6/PMK/2005,
namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama
alasan-alasan mengajukan permohonan para Pemohon
setelah dilakukan perbaikan dalam permohonannya,
bahwa pokok permohonan & guo adalah mengenai
norma dalam UU 33/2004 yang mengatur persentase
pembagian Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak
bumi dan Gas Bumi kepada kabupaten/kota penghasil
.. saya ulangi, yang mengatur persentase pembagian
Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak dan Gas
Bumi kepada kabupaten/kota penghasil. Menurut para
Pemohon, aturan ini menyebabkan kerugian hak
konstitusional berupa hak untuk mendapatkan manfaat
dari penggunaan kekayaan alam yang dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan tidak
mencerminkan adanya kesatuan ekonomi nasional
dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia,
sehingga berdampak pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Blora yang tidak
mendapatkan Dana Bagi Hasil secara maksimal dari
Blok Cepu, yang berpengaruh terhadap anggaran
pendidikan, kebutuhan akan listrik, dan pembangunan
infrastruktur sarana dan prasarana yang lambat dan
terbatas bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Blora.

Terhadap uraian para Pemohon dalam menjelaskan
kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah,
norma Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan
Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 33 Nomor 24 ... saya
ulangi, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang
diajukan pengujiannya oleh para Pemohon adalah
norma yang mengatur mengenai hak daerah,
sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan norma a quo
bahwa “Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak
Bumi dan Pertambangan Gas Bumi yang dibagikan
kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf e angka 2 dibagi dengan rincian: a... b. 6%
(enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota
penghasil...” dan Dana Bagi Hasil dari Pertambangan
Gas Bumi yang dibagikan kepada Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf f angka 2 dibagi
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dengan rincian: a... b. 12% (dua belas persen) dibagi
untuk kabupaten/kota penghasil...”. Daerah yang
dimaksud dalam ketentuan ini dapat berarti daerah
kabupaten/kota. Oleh karena hal ini merupakan hak
daerah, lebih khusus lagi adalah hak pemerintah
kabupaten/kota, maka yang seharusnya dapat
mempersoalkan konstitusionalitas norma a guo adalah
pemerintah kabupaten/kota, bukan perorangan warga
negara (termasuk kelompok orang yang mempunyai
kepentingan yang sama).

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena substansi
permohonan & quo adalah berkenaan dengan hak
daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota,
apabila berkenaan dengan hak tersebut terdapat norma
yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 maka
yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan adalah  pemerintah  provinsi atau
pemerintah kabupaten/kota. Berkenaan dengan hal ini,
Mahkamah perlu menegaskan bahwa terhadap
persoalan konstitusionalitas yang terkait dengan hak
pemerintah daerah telah diputuskan dalam putusan-
putusan Mahkamah sebelumnya, di antaranya, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 45 dan seterusnya
bertanggal 21 Februari 2012, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 87 dan seterusnya bertanggal 13
Oktober 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
136 dan seterusnya, bertanggal 11 Januari 2017,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89 dan
seterusnya bertanggal 24 Januari 2019. Dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 87 Tahun 2015,
Mahkamah mempertimbangkan antara lain sebagai
berikut, dianggap telah dibacakan.

Sementara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
89/PUU-dan seterusnya, Mahkamah
mempertimbangkan antara lain, dianggap telah
dibacakan.

Dengan demikian, oleh karena substansi permohonan a
guo adalah berkenaan dengan pembagian dana bagi
hasil di mana persoalan dana bagi hasil tersebut
merupakan hak daerah sehingga merupakan bagian
dari persoalan hak dan/atau urusan yang menjadi
kewenangan daerah. Oleh karena itu, sesuai dengan
pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka pihak
yang dapat mengajukan permohonan pengujian norma
yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah

41



34.

Pemerintah Daerah, bukan orang perorangan,
kelompok orang, kesatuan masyarakat hukum adat,
badan hukum publik atau privat atau lembaga negara,
[vide Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya].
Dengan demikian, para Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon
dalam permohonan a guo.

[3.4] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a guo, namun oleh karena para Pemohon tidak
memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon,
Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

HAKIM KETUA: ANWAR USMAN
4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo;
[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
[4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin
Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal
delapan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh, yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum
pada hari Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan September, tahun
dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 12.03 WIB, oleh
sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Wilma Silalahi
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sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dengan demikian, Pengucapan Putusan telah selesai. Kemudian,
salinan putusan akan segera dikirimkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui
email kepada Para Pihak setelah Pengucapan Putusan ini. Sedangkan
salinan Putusan berupa hardcopy, akan dikirimkan kepada Para Pihak
paling lambat 3 hari kerja setelah Pengucapan Putusan.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.05 WIB

Jakarta, 28 September 2020
Panitera,
t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya. 43




